
KEPALA DAERAH

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / ESS II

SEKRETARIS/
AHLI MADYA / ESS III
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
SEKRETARIS/

KETUA TIM KERJA

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / ESS II

SEKRETARIS/
AHLI MADYA / ESS III
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
KETUA TIM

KERJA
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
SEKRETARIS/

AHLI MADYA / ESS III
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
PPTK

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / ESS II

SEKRETARIS/
AHLI MADYA / ESS III
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
KETUA TIM

KERJA

KEPALA PERANGKAT
DAERAH / ESS II

SEKRETARIS/
AHLI MADYA / ESS III
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II
KEPALA PERANGKAT

DAERAH / ESS II

CASCADING
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

MENINGKATNYA DAYA SAING INVESTASI DAERAH

TINGKAT PERTUMBUHAN INVESTASI

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

JUMLAH INVESTOR

PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Penaikan / Penurunan 
Nilai Investasi PMDN / PMA

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI
PENANAMAN MODAL 

JUMLAH PROYEK
PMDN / PMA

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

JUMLAH IZIN

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA KABUPATEN / KOTA

Penyusunan Peta Potensi
Investasi Kabupaten /

Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi
Investasi Kabupaten / Kota

Penyusunan Rencana
Umum Penamanam Modal
Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda)
Rencana Umum Penanaman Modal

Daerah Kabupaten / Kota

Penetapan Pemberian 
Fasilitas / Insentif di Bidang

Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten / Kota

Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi
dalam Pemberian Fasilitas / Insenstif

dan Kemudahan Penanaman
Modal

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang dihadapi

Pelaku Usaha dalam
Merealisasikan Kegiatan

Usahanya

Jumlah Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang di hadapi

Pelaku Usaha dalam Merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Pengawasan Penanaman
Modal

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang telah di Analisa dan

di Verifikasi Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku 

Dilakukan Inspeksi Lapangan
serta dilakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan

Berusaha 

Bimbingan Teknis 
Kepada Pelaku Usaha

Bimbingan Teknis Kepada 
Pelaku Usaha

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman Modal

Daerah Kabupaten / Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan
Promosi Penanaman Modal

Kabupaten / Kota

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Kabupaten /

Kota

Jumlah Dokumen Strategi Promosi
Penanaman Modal Kabupaten /

Kota

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL

PERSENTASE TERSEDIANYA DATA 
DAN INFORMASI

PERIZINAN BERUSAHA 
KABUPATEN / KOTA

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan

Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Jumlah Data dan Informasi Perizinan
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronik yang diolah, dikaji, 

dan dimanfaatkan

Penyediaan Pelayanan
 Perizinan Berusaha Melalui
Sistem Perizinan Berbasis

Risiko Terintegrasi 
Secara Elekstronik 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
mendapatkan Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara elektronik

Penyediaan dan Pengelolaan
Layanan Konsultasi 
Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko

Jumlah Pelaku Usaha yang
memperoleh Layanan Konsultasi

Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko Terintegrasi
Secara Elektronik

Pemantauan, Analisis, 
Evaluasi, dan Pelaporan

di bidang Perizinan 
Berusaha Berbasis

Risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat Pemantauan, Analisis,

Evaluasi, dan Pelaporan di bidang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi

kegiatan usaha dari Pelaku Usaha 

Jumlah Pengendalian 
PMDN / PMA

PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH

KABUPATEN / KOTA

Jumlah Dokumen
Penetapan Fasilitas /

Insentif dibidang
Penanaman Modal

Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah

Kabupaten / Kota

PENETAPAN PEMBERIAN 
FASILITAS / INSENTIF DI BIDANG

PENANAMAN MODAL YANG
MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KABUPATEN /

KOTA

PEMBUATAN PETA POTENSI
INVESTASI KABUPATEN /

KOTA

Jumlah Investor

PENYELENGGARAAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL 

YANG MENJADI KEWENGAN
DAERAH KABUPATEN / 

KOTA

Indeks Kepuasan
 Masyarakat (IKM)

PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN SECARA

TERPADU SATU PINTU DI BIDANG
PENANAMAN MODAL YANG

MENJADI KEWENANGAN 
DAERAH KABUPATEN / KOTA

Persentase
Tersedianya Data dan 
Informasi Perizinan 

Berusaha Kabupaten /
Kota

PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PERIZINAN DAN

NON PERIZINAN YANG 
TERINTEGRASI PADA

TINGKAT DAERAH 
KABUPATEN / KOTA

Jumlah Kajian Peta 
Peluang Investasi

Non Ekstratif Yang Siap
ditawarkan 

(Dokumen IPRO)

MENINGKATNYA REALISASI PMDN / PMA

NILAI REALISASI 
INVESTASI PMDN / PMA

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN DPMPTSP

INDEKS
KEPUASAN MASYARAKAT

 Mengetahui,
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP

Kabupaten Kutai Kartanegara

ALFIAN NOOR, SE., M.Ling
Pembina Utama Muda / Ivc
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Meningkatkan Penanaman Modal di Kutai Kartanegara
(IMPECT)

Meningkatnya nilai tambah baru yang diinvestasikan
dalam pembangunan ekonomi wilayah

(SASARAN 1)

Meningkatnya Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Usaha

(SASARAN 2)

Meningkatnya Akuntabilitas 
dan Tata Kelola Kinerja 

Perangkat Daerah
yang Efektif dan Efesien

Meningkatnya Pemanfaatan 
dan Informasi

Penanaman Modal

Meningkatnya Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko

Terkendalinya Pelaksanaan 
Penanaman Modal

Meningkatnya Jangkauan
Promosi Penanaman

Modal

Meningkatnya Kemudahan
Investasi

Program Pengembangan
 Iklim Investasi

Penetapan Pemberian 
Fasilitas / Insentif di Bidang

Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah

Kabupaten / Kota

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten / Kota

Penetapan 
Kebijakan

Daerah Mengenai
Pemberian 

Fasilitas / Insentif
Kemudahan

Fasilitasi 
Kemitraan yang
dilakukan oleh

Pemerintah
Kabupaten / Kota

Modal

Penyusunan
Rencana Umum

Penanaman 
Modal Daerah

Kabupaten / Kota
Modal

Pemutakhiran
Data Potensi

Investasi
pada Sistem
PIR (Potensi 

Investasi 
Regional)

Penyusunan
Peta Potensi

Investasi
Kabupaten / Kota

Penyusunan
Strategi Promosi

Penanaman
Modal

Kewenangan
Kabupaten / Kota

Penyusunan
Strategi
Promosi 

Penanaman 
Modal

Kewenangan
Kabupaten / Kota

Penyelesaian
Permasalahan
dan Hambatan
yang dihadapi
Pelaku Usaha 

dalam
merealisasikan

Kegiatan
Usahanya

Bimbingan
Teknis Kepada
Pelaku Usaha

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang

Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Yang Menjadi
Kewenangan Daerah

Kabupaten / Kota

Pengawasan
Penanaman 

Modal

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Penetapan 
Pemberian 
Fasilitas / 

Insentif Daerah 

 
 Penyediaan 
Pelayanan 
Perizinan 
Berusaha 

melalui Sistem 
Perizinan 
Berusaha 

Berbasis Risiko 
Terintegrasi 

secara Elektronik 

 Penyediaan dan 
pengelolaan 

Layanan 
konsultasi 
perizinan 
berusaha 

berbasis risiko 

 Pemantauan, 
analisis, 
evaluasi, 

dan pelaporan 
di bidang 
perizinan 
berusaha 

 Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan Informasi 

Perizinan Berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

 Pelayanan Perizinan dan 
Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman 
Modal yang Menjadi

 Kewenangan Daerah 
Kabupaten / Kota 

 
 Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan 
yang Terintegrasi 

pada Tingkat 
Daerah Kabupaten / Kota 

 
 

 Program Pengelolaan 
data dan Sistem 

Informasi Penanaman Modal 

 Program Pelayanan 
Penanaman Modal 

 Program Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

 Program Promosi
Penanaman Modal 

POHON KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD SATU PINTU TAHUN 2025 - 2029
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